
 

 
S A L I N A N 

  

 

 
 

B U P A T I  T A N A H   L A U T 
 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT 

NOMOR 43 TAHUN 2018 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 71 TAHUN 2017 

TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, 

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN  

EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) 

KABUPATEN TANAH LAUT  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TANAH LAUT, 

 

Menimbang :  a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 

Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 

Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dilakukan 

penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Tanah Laut 

Nomor 71 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, 

Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban 

dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan 

Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten 

Tanah Laut; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah 

Laut Nomor 71 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 

Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan 

Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Kabupaten Tanah Laut; 
 

Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 

51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 

27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang  

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang 

Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5430); 

8. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rebuplik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5679); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden 

Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 465); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

547); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 

2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Tanah Laut Nomor 25); 

 

M E M U T U S K A N   : 

 

Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 71 TAHUN 

2017 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, 

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, 

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA 
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MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN 

SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) 

KABUPATEN TANAH LAUT. 

 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 71 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 

Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah 

dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut, diubah sebagai berikut : 

 

1. Pada ketentuan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 diubah, sehingga 

Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan 

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut. 

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Tanah Laut. 

7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya 

disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Tanah Laut. 

8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam 

rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai 

dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang 

berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, 

dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 
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10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 

adalah Kepala Satuan Kerja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

Kabupaten Tanah Laut yang mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 

11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten 

Tanah Laut yang melaksanakan pengelolaan APBD. 

12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 

adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut selaku 

pengguna anggaran/barang. 

13. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di 

Kabupaten Tanah Laut. 

14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD 

adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang 

dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris 

Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan 

kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya 

terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya 

sesuai dengan kebutuhan. 

15. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tanah Laut. 

16. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan 

penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi 

SKPD yang dipimpinnya. 

17. Rencana Kerja Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD 

adalah Rencana Kerja dan Anggaran BPKAD Kabupaten Tanah Laut 

selaku Bendahara Umum Daerah. 

18. Rencana Kerja Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD 

adalah Dokumen Perencanaan Kerja dan Penganggaran yang berisi 

program, kegiatan dan anggaran SKPD Kabupaten Tanah Laut. 

19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat 

DPA-PPKD adalah merupakan dokumen pelaksanaan anggaran 

BPKAD Kabupaten Tanah Laut selaku Bendahara Umum Daerah. 

20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat 

DPA-SKPD adalah merupakan dokumen yang memuat pendapatan 

dan belanja setiap SKPD Kabupaten Tanah Laut yang digunakan 

sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran. 

21. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran 

Sementara (PPAS) yang selanjutnya disingkat KUA-PPAS adalah 

dokumen anggaran yang dibuat oleh Sekretaris Daerah untuk 

disampaikan Bupati sebagai pedoman dalam penyusunan APBD. 

22. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah 

dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan 

kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran. 

23. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah 

Daerah kepada pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah lain, Badan 

Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan 

organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang 

secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib 
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dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan 

untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. 

24. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang 

berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya 

yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan 

misi SKPD 

25. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu 

atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian 

sasaran terukur pada suatu program dan terdiri atas sekumpulan 

tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber 

daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana 

atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya 

tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran 

(output) dalam bentuk barang/jasa. 

26. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah 

naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima 

hibah. 

27. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari 

Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau 

masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang 

bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko 

sosial. 

28. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan 

potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, 

keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis 

sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam 

yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin 

terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. 

29. Rehabilitasi Sosial adalah untuk memulihkan dan mengembangkan 

kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat 

melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. 

30. Perlindungan Sosial adalah untuk mencegah dan menangani resiko 

dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok 

masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai 

dengan kebutuhan dasar minimal. 

31. Pemberdayaan Sosial adalah untuk menjadikan seseorang atau 

kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai 

daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. 

32. Jaminan Sosial adalah merupakan skema yang melembaga untuk 

menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar 

hidupnya yang layak. 

33. Penanggulangan Kemiskinan adalah merupakan kebijakan, program, 

dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok 

masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata 

pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi 

kemanusiaan. 

34. Penanggulangan Bencana adalah merupakan serangkaian upaya yang 

ditujukan untuk rehabilitasi. 
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35. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh 

anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela 

atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan 

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta 

dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam 

wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan 

Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat 

nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 

36. Organisasi Profesi adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan atas 

kesamaan sifat pekerjaan. 

37. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang mayoritas sahamnya 

dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau ditetapkan oleh peraturan 

daerah sebagai perusahaan daerah. 

 

2. Pada Ketentuan Bab III Hibah Bagian Kesatu Umum Pasal 4 

diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut : 

 

BAB III 

HIBAH 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 4 

 

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada : 

a. pemerintah pusat; 

b. pemerintah daerah lainnya; 

c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; 

dan/atau 

d. badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan 

hukum Indonesia. 

(2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan 

belanja urusan pilihan. 

(3) 

 

 

Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan 

untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan 

Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, 

rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. 

(4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi 

kriteria paling sedikit : 

a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; 

b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;  

c. tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali : 

1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk keperluan 

mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan/atau  

2) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. 
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d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam 

mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan 

dan kemasyarakatan; dan 

e. memenuhi persyaratan penerima hibah. 

 

3. Ketentuan Pasal 5 dihapus. 

 

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai 

berikut.: 

 

Pasal 6 

 

(1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

4 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/ 

lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada 

dalam daerah yang bersangkutan.  

(2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru 

hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk 

meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari pemerintah 

pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga : 

a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk 

berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki 

Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Bupati; atau 

c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan 

berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat 

sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 

masyarakat dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat 

dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan 

dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat 

daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. 

(6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d 

diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum 

yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum 

perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum 

dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi 

manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai 

berikut.: 

 

Pasal 7 

 

(1) Hibah kepada Badan dan Lembaga yang berkedudukan dalam wilayah 

administrasi Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit : 

a. memiliki kepengurusan yang jelas di Kabupaten Tanah Laut; dan 

b. memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa 

setempat atau sebutan lainnya. 

(2) Untuk hibah kepada badan dan lembaga yang berkedudukan di luar 

wilayah administrasi Pemerintah Daerah diberikan dalam rangka 

menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah 

Daerah pemberi Hibah dan harus memiliki hubungan yang jelas 

dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan terdaftar pada 

Pemerintah Daerah setempat. 

(3) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :  

a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum 

dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali 

ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; 

b. organisasi penerima hibah yang dokumen pendiriannya 

merupakan bagian dari organisasi pusat, maka dokumen 

terdaftarnya ikut pada organisasi induk; 

c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Kabupaten Tanah Laut; 

dan 

d. memiliki sekretariat tetap di Kabupaten Tanah Laut. 

(4) Pemberian hibah kepada penerima hibah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 adalah dengan mempertimbangkan kinerja pengelolaan 

hibah sebelumnya, akumulasi hibah yang pernah diterima dan/atau 

kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.  

 

6. Ketentuan Bagian Ketiga Evaluasi Permohonan Pasal 11 ayat (7) 

diubah menjadi : “TAPD memberikan pertimbangan dalam hal 

ketersediaan anggaran atas rekomendasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan 

daerah, yang dituangkan dalam Rancangan Daftar Nominatif Calon 

Penerima Hibah (DNC-PH)”, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai 

berikut: 

  

 Bagian Ketiga 

Evaluasi Permohonan 

 

Pasal 11 

  

(1) SKPD Teknis Berkenaan atau Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat 

Daerah atau sebutan lainnya membentuk Tim Evaluasi Hibah yang 

bertugas melakukan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan 
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hibah atas surat permohonan, proposal, persyaratan administasi dan 

kesesuaian substansi dokumen teknis hibah dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan 

verifikasi lapangan terhadap hibah sarana dan prasarana. 

(2) Evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) 

mempertimbangkan juga kinerja pengelolaan hibah sebelumnya, 

akumulasi belaja hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis 

yang telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3). 

(3) Susunan keanggotaan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) 

terdiri dari : 

a. Pengarah;   

b. Ketua; 

c. Wakil Ketua; 

  

d. Sekretaris; dan   

e. Anggota.   
 

(4) Setelah melakukan evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (3) menyampaikan 

rekomendasi penilaian kepada Kepala SKPD atau Kepala Bagian 

Kesejahteraan Rakyat atau sebutan lain. 

(5) Kepala SKPD Teknis Berkenaan atau Kepala Bagian Kesejahteraan 

Rakyat atau sebutan lain menyampaikan hasil evaluasi berupa 

rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD. 

(6) Kepala SKPD Teknis Berkenaan atau Kepala Bagian Kesejahteraan 

Rakyat atau sebutan lain selaku pemberi/penerbit rekomendasi 

bertanggung jawab penuh atas rekomendasi yang disampaikan kepada 

TAPD. 

(7) TAPD memberikan pertimbangan dalam hal ketersediaan anggaran atas 

rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan 

prioritas dan kemampuan keuangan daerah, yang dituangkan dalam 

Rancangan Daftar Nominatif Calon Penerima Hibah (DNC-PH). 

(8) Berdasarkan rekomendasi SKPD Teknis Berkenaan atau Bagian 

Kesejahteraan Rakyat atau sebutan lainnya dan dengan memperhatikan 

pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Bupati 

menerbitkan Keputusan tentang penetapan penerima hibah dan 

bantuan sosial uang, barang dan/atau jasa. 

(9) Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampir 

dalam lampiran I Peraturan Bupati ini. 

  

7. Ketentuan Bagian Keempat Penganggaran Pasal 12 ayat (4) dihapus, 

sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut: 

  

Bagian Keempat 

Penganggaran 

 

Pasal 12 

 

(1) Persetujuan Bupati atas permohonan hibah sebagaimana dimaksud 

pada Pasal 11 ayat (8) yang dituangkan dalam rancangan Daftar 

Nominatif Calon Penerima Hibah (DNC-PH) menjadi dasar pencantuman 
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alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS. 

(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

meliputianggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa. 

(3) Hibah berupa uang pertimbangannya dikoordinasikan dengan BPKAD 

dan Hibah barang/jasa dikoordinasikan dengan BAPPEDA. 

  

8. Ketentuan Bagian Keempat Penganggaran Pasal 35 ayat (4) dihapus, 

sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut: 

  

Bagian Keempat 

Penganggaran  

 

Pasal 35 

 

(1) Persetujuan Bupati atas permohonan bantuan sosial sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 34 ayat (9) yang dituangkan dalam rancangan 

Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Sosial (DNC-PBS) menjadi 

dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan 

KUA dan PPAS. 

(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

meliputi anggaran bantuan sosial berupa berupa uang dan/atau 

barang. 

(3) Bantuan Sosial berupa uang pertimbangannya dikoordinasikan dengan 

BPKAD dan Bantuan Sosial barang/jasa dikoordinasikan dengan 

BAPPEDA. 

  

9. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai 

berikut : 

  

 

Pasal 29 

 

(1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), terdiri atas bantuan 

sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan 

yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. 

(2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas 

nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD. 

(3) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan 

kepala SKPD.  

(4) Jumlah pagu usulan kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pagu bantuan sosial 

terencana berupa barang yang berdasarkan usulan dari calon 

penerima.  

(5) Tata cara pengajuan usulan kepala SKPD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) diatur sebagai berikut : 

a. Kepala SKPD mengajukan permohonan bantuan sosial tertulis 
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berdasarkan Berita Acara Verifikasi Tim Bantuan Sosial SKPD atas 

data dan kondisi dilapangan masing-masing individu dan/atau 

keluarga sebagai subyek yang layak menerima bantuan sosial; 

b. Berita Acara Tim Bantuan Sosial SKPD sebagaimana dimaksud 

pada huruf a diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah setempat; 

c. surat permohonan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada 

huruf a yang dilengkapi dengan rekomendasi oleh Kepala SKPD 

disampaikan kepada Bupati melalui TAPD sebagai dasar 

pencantuman pada rancangan KUA-PPAS; 

d. bantuan sosial yang diusulkan oleh Kepala SKPD hanya dapat 

berupa barang dan/atau jasa; dan 

e. sebelum bantuan sosial  barang dan/atau jasa disalurkan, Kepala 

SKPD menetapkan daftar penerima bantuan sosial barang 

dan/atau jasa dengan Keputusan Bupati. 

(6) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan 

akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat 

penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan 

menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau 

keluarga yang bersangkutan. 

(7) Bantuan sosial untuk individu dan/atau keluarga yang tidak dapat 

direncanakan sebelumnya hanya dapat dianggarkan apabila bantuan 

untuk individu dan/atau keluarga yang direncanakan dianggarkan. 

(8) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak melebihi pagu alokasi 

anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

  

10. Pada ketentuan Bab VI Ketentuan Lain-Lain Pasal 52 diubah, 

sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut : 

  

BAB VI 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

 

Pasal 52 

 

(1) Besaran maksimal pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Bupati ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati oleh 

SKPD yang mengeluarkan rekomendasi Hibah dan Bantuan Sosial. 

(2) Mekanisme penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

(3) Dikecualikan dari Peraturan Bupati ini adalah penerima hibah dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber 

dari Dana Alokasi Khusus dan Program-Program Nasional Lainnya. 

(4) Standar Operasional Prosedur pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri. 

  

11. Pada ketentuan Bab VII Ketentuan Peralihan Pasal 53 diubah, 

sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut : 
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 BAB VII 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 53 
 

(1) Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 

(6) dikecualikan terhadap: 

a. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum 

berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang 

Organisasi Kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan 

Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013; 

b. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum 

berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-

Perkumpulan Berbadan Hukum (Rechtspersoonlijkheid van 

Vereenigingen) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan 

Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan 

kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan 

pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20l3; 

c. Organisasi Kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan 

Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 

17 Tahun 2013, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan 

d. Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara 

Asing, Warga Negara Asing bersama Warga Negara Indonesia atau 

Badan Hukum asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan 

dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20l3 dalam 

jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 20l3 diundangkan. 

(2) Terhadap usulan Hibah dan Bantuan Sosial yang masuk dan diproses 

sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini tetap berpedoman 

pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 71 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 

Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi 

Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut. 

(3) Terhadap Bantuan Sosial yang direncanakan yang berasal dari usul 

Kepala SKPD sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (3) dapat 

dianggarkan apabila usul Bantuan Sosial dimaksud disampaikan 

sebelum KUA-PPAS Tahun Anggaran 2019 ditetapkan dengan tetap 

berpedoman pada Peraturan Bupati ini sebagaimana diatur dalam 

Pasal 29 ayat (4) dan ayat (5). 

(4) Besaran maksimal terhadap pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) mulai berlaku efektif 

untuk usulan Hibah dan Bantuan Sosial di Tahun Anggaran 2020. 

(5) Perencanaan, penganggaran dan realisasi atas pemberian Hibah dan 

Bantuan Sosial sebelum Peraturan Bupati tentang Standar 

Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (4) 

diundangkan tetap sah, sepanjang tidak bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Hibah dan 

Bantuan Sosial. 
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Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Kabupaten Tanah Laut. 

 

              Ditetapkan di Pelaihari 

pada tanggal 8 Agustus 2018 

 

 Pj. BUPATI TANAH LAUT, 

 

Ttd 

 

H. SISWANSYAH 

 

Diundangkan di Pelaihari 

pada tanggal 8 Agustus 2018      

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TANAH LAUT 

 

Ttd 

 

H. SYAHRIAN NURDIN 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2018 NOMOR 43 
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PENJELASAN ATAS 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT 

NOMOR 43 TAHUN 2018 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 71 TAHUN 2017 

TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, 

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN  

EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) 

KABUPATEN TANAH LAUT 

 

I. UMUM  

 

Sebagaimana diketahui bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 

Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, disebutkan bahwa dalam rangka 

pembinaan terhadap pengelolaan hibah dan bantuan sosial agar tercipta 

tertib administrasi, akuntabilitas  dan transparansi pengelolaan hibah dan 

bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah, perlu disusun pedoman kepada Pemerintah Daerah, dan 

Pemerintah Kabupaten merasa perlu mengatur pemberian hibah dan 

batuan sosial kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan 

daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Tanah 

Laut. Hal ini diharapkan agar dalam pemberian dan penyaluran hibah dan 

bantuan sosial menjadi tetap sasaran dan tepat gunanya, dalam 

mendukung kesejahteraan masyarakat dengan tetap berpedoman kepada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 4 

 

Ayat (1) s.d. Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

 

Ayat (1) s.d. Ayat (6) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 7 

 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 
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Ayat (2)  

Yang dimaksud dengan badan dan lembaga yang berkedudukan 

di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah adalah : 

Badan dan lembaga tersebut dibentuk oleh sekelompok 

masyarakat yang berasal dari Kabupaten Tanah Laut yang 

berdomisili di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah, 

baik karena alasan pekerjaan, pendidikan, keluarga, maupun 

sebab lain yang dapat menggambarkan adanya keterkaitan 

dengan Kabupaten Tanah Laut. 

 

 Ayat (3) s.d. Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 29 

 

Ayat (1) s.d. Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6)  

Dikategorikan sebagai bantuan sosial tidak terencana apabila : 

1. Penerima bantuan sosial mengalami kejadian atau 

musibah pada saat Rancangan KUA dan Rancangan PPAS 

telah disampaikan, dan/atau setelah KUA dan PPAS. 

2. Penerima bantuan sosial mengalami kejadian atau 

musibah sebelum kesepakatan KUA dan PPAS dan/atau 

setelah KUA dan PPAS namun kondisinya memburuk 

setelah Kesepakatan KUA dan PPAS, dan/atau setelah KUA 

dan PPAS yang apabila ditunda penanganannya akan 

menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu 

dan/atau keluarga yang bersangkutan, yang dibuktikan 

dengan surat keterangan misalnya : surat keterangan atau 

hasil pemeriksaan dari dokter yang menangani yang 

menjelaskan tentang sakit yang di derita,  surat keterangan 

dari kepolisian, atau surat keterangan lainnya, 

sehubungan dengan musibah yang dialami. 

 

 Ayat (7) s.d. Ayat (8) 

Cukup jelas. 

Pasal 52 

 

Ayat (1) s.d. Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 53 

 

Ayat (1) s.d. Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

TAMBAHAN      BERITA      DAERAH      KABUPATEN      TANAH      LAUT  

TAHUN  2018  NOMOR 7 


